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St. Fadhillah (B111 12 178), dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Yang Belum 
Dewasa Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 
99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS)”, di bawah bimbingan Andi Sofyan selaku 
pembimbing I, dan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap kasus tindak pidana membawa lari perempuan yang belum 
dewasa yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan 
hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus tindak 
pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa yang dilakukan oleh 
anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 
99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode 
wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) penerapan hukum pidana 
materil dalam putusan Nomor: 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS telah sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 
terhadap terdakwa memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan  Jaksa 
Penuntut Umum, terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan penuntut umum 
sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. (2) pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana membawa lari perempuan yang belum 
dewasa yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 
99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS ialah karena terdakwa masih dibawah umur 
dan dengan memperhatikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, yang 
menyarankan agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan 
pertimbangan terdakwa masih anak-anak, tidak meresahkan masyarakat, dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan 
martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga 
negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga 
memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Agar setiap 
anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus 
bangsa, maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental, fisik, maupun 
sosial. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap 
pemenuhan hak anak tanpa ada diskriminasi.  
Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan 
kepada anak melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan 
diantaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-




 Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Anak memiliki 
peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Anak adalah amanah dan 
karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya melekat harkat dan 
martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas potensi, 
dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. 1 
 Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa 
yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah 
Bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini biasa terdapat suatu tindak 
pidana membawa lari anak dibawah umur. Hal ini merupakan ancaman 
yang sangat besar dan berbahaya bagi anak. 
 Tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa 
merupakan tindak pidana yang biasa terjadi di masyarakat pada saat ini, 
yang lebih memprihatinkan lagi pelakunya adalah anak. 
 Sejak zaman tradisional hingga zaman modern seperti sekarang ini, 
kejahatan melarikan perempuan di bawah umur terus terjadi, ada yang 
merumuskan tindak pidana ini sebagai “melarikan perempuan di bawah 
                                                          
1  Sumiarni E. 2000. Perlindungan terhadap anak di bidang hukum. Universitas Atma Jaya. 






umur”, ada juga yang memakai frasa “melarikan perempuan yang belum 
dewasa”. Apapun istilahnya, yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan 
melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia 
dewasa. Kejahatan schaking itu diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP. 
Tindak pidana ini adalah delik aduan. Secara leksikal, schaking berasal 
dari kata kerja schaken yang berarti “menculik gadis atau wanita.”2 
Pada kasus yang akan menjadi acuan dalam skripsi hukum ini 
adalah terdakwa telah didakwa oleh suatu perbuatan yakni membawa 
pergi seorang wanita yang belum dewasa dengan tanpa persetujuan 
orang tua wanita itu, dan yang menjadi persoalan dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS 
adalah terdapat indikasi fakta bahwa penerapan sanksi hanya Pembinaan 
di luar lembaga selama 6 (enam) bulan, sementara dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 332 ayat 1 ancaman hukumannya 
7 (tujuh) tahun penjara. 
 Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti 
salah satu tindak pidana dengan judul penelitian : “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Yang Belum 
                                                          
2  Wojowasito, S. 1978. Kamus umum belanda-indonesia prof . drs. s. wojowasito. Ichtiar Baru Van 




Dewasa Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 
99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS)” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus 
tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa yang 
dilakukan oleh anak dalam Putusan Perkara Nomor: 
99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana membawa lari perempuan 
yang belum dewasa yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Perkara 
Nomor: 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus 
tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa yang 
dilakukan oleh anak dalam Putusan Perkara Nomor: 
99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana membawa 
lari perempuan yang belum dewasa yang dilakukan oleh anak dalam 




D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara akademis,  
Secara akademis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat 
memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana. 
2. Secara Praktis, 
Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat menjadi 
sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau 














A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
1. Definisi Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan Delictum 
atau Delicta, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Delict, yang 
artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, 
sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah 
Straafbaarfeit, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan 
feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai 
dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, 
peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. 
Secara harfiah straafbaarfeit dapat diartikan sebagai sebagian 
dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah 
kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku. 
Berikut adalah beberapa pengertian straafbaarfeit yang 
dikemukakan oleh para ahli: 3 
                                                          




a. A. Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa: 
“Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan 
(schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab.” 
 
b. Hazewinkel Suringa, strafbaar feit adalah  
“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 
ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana 
dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa 
yang terdapat didalam Undang-Undang.”  
 
c. Roeslan Saleh, strafbaar feit adalah  
“Memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki 
oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah 
kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.” 
 
Sulitnya memberikan pengertian terhadap straafbaarfeit, 
membuat para ahli mencoba untuk memberikan definisi tersendiri dari 
sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya 
ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah straafbaarfeit. 
Menurut Achmad Ali menjelaskan bahwa: 4  
“Delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang 
melanggar hukum ataupun Undang-Undang dengan tidak 
membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat 
maupun hukum publik, termasuk hukum pidana.” 
 
Menurut Pompe perkataan straafbaarfeit secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai suatu:5 
“Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum 
yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
                                                          
4  Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum, Edisi kedua. PT Toko Gunung Agung tbk. 
Jakarta, hlm. 225 
5  Evi Hartanti. 2009. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 6 
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itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan hukum.” 
 
Moeljatno berpendapat sebagai berikut : 6 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum , larangan 
yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang 
siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan 
bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 
hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat 
bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau 
keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang 
ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan 
kejahatan.” 
 
Dari banyaknya istilah tentang straafbaarfeit Penulis lebih 
sepakat untuk memakai istilah tindak pidana dengan alasan bahwa 
istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat 
Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: 
1) Perbuatan (Manusia) 
2) Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil)  
3) Bersifat melawan hukum (syarat materil) 
Syarat materil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) 
KUHP.  
                                                          
6  Ibid, hlm.7 
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Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka 
dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur perbuatan (Unsur obyektif), yaitu :  
1. Mencocoki rumusan delik  
2. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)  
b. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu :  
1. Adanya kesalahan ( terdiri dari dolus dan culpa)  
2. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)  
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) 
menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai masyarakat 
dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam 
ketentuan Undang-Undang, oleh karenanya disebut dengan 
rechtsdelicten. Sedangkan perbuatan menunjuk pada perbuatan yang 
oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan 
tercela.diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena di tentukan oleh 
Undang-Undang, Oleh karenanya disebut dengan westdelicten.  
Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu 
pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:  
1. Pelaku utama  
2. Pelaku peserta  
10 
 
3. Pelaku pembantu 
Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong ke dalam 
salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi pengertian 
dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan diuraikan tentang jenis-
jenis dari tindak pidana. Jenis tindak pidana terdiri dari pelanggaran 
dan kejahatan.  
Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, 
yaitu sebagai berikut :7 
a. Undang-Undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan 
culpa dalam suatu pelanggaran. 
b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum 
c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum. 
d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus 
ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu 
terjadi sepengetahuan mereka. 
                                                          
7  Ibid,. 
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e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya 
pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan. 
Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih tepat 
terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat suatu 
pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum kedalam dua 
macam “Onrecht”, yang mereka sebut ”Crimineel Onrecht” dan “Policie 
Onrecht”. 
Crimineel Onrecht adalah setiap tindakan melawan hukum yang 
menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “Rechtsorde” atau 
“tertib hukum” dalam arti yang lebih luas daripada sekedar 
“kepentingan-kepentingan”, sedang ”Police Onrecht” adalah setiap 
tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan 
dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam 
masyarakat.” 
Sebelumnya, para pembentuk kitab Undang-Undang hukum 
pidana kita telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang 
mereka sebut Rechtsdelicten dan Wetsdelicten. 
Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataanya 
mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya 
menganggap bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya 
tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Sedangkan Wetsdelicten 
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tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika 
diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-
undangan. 
Dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam hal pembagian 
jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia 
hukum. Untuk KUHP kita membagi ke dalam 2 (dua) pembagian, yang 
pertama kejahatan (misdrijven) yang terdapat dalam buku II dan 
pelanggaran (overtredingen) yang terdapat dalam buku III. 
B. Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan 
Ditinjau dari garis besar teorinya, Kejahatan Terhadap Kemerdekaan 
Orang dapat dibagi dalam beberapa perbuatan yakni: 
1. Membawa pergi atau menarik seseorang yang belum dewasa dari 
kekuasaan orang tua atau walinya.  
Diatur dalam Pasal 330 KUHP yang rumusannya berbunyi :  
1) Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa 
dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang 
dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-
lamanya tujuh tahun. 
2) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika 
perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan 
atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum 
dewasa umurnya dibawah dua belas tahun. 
 
Berdasarkan bunyi ayat (2) Pasal ini, maka unsur kekerasan atau 
ancaman kekerasan merupakan hal yang memperberat pidana. Jadi 
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delik aslinya yang tercantum di ayat (1) tidak perlu ada unsur 
kekerasan atau ancaman kekerasan. 
Bagian inti dari delik (delictbestanddelen) : 
1) Dengan sengaja; 
2) Menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan yang 
menurut Undang-Undang ditentukan untuk dirinya atau dari 
pengawasan orang yang berwenang untuk itu. 
3) Kekerasan atau ancaman kekerasan apabila anak itu belum 
berumur dua belas tahun.  
Untuk memahami arti dari kata “menarik” maka Pasal 91 KUHP 
memberi pengertian kekuasaan bapak, ialah kekuasaan dari kepala 
keluarga. Dengan orang tua diartikan kepala keluarga. Dengan bapak 
diartikan orang yang melaksanakan kekuasaan yang sama dengan 
kekuasaan bapak. 
Hoge Raad memutuskan bahwa jika anak itu karena maunya 
sendiri pergi keperlindungan orang lain dan orang tua menolak 
menyerahkan anak itu, maka penolakan itu tidaklah berarti menarik 
anak itu dari kekuasaan orang yang berdasarkan Undang-Undang.8 
                                                          




Diputuskan juga oleh Hoge Raad bahwa penarikan seseorang 
yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berdasarkan Undang-
Undang hanya terjadi jika kekuasaan atau penguasaan nyata itu 
dipunyai kekuasaan dan penguasaan nyata dengan suatu perbuatan 
dilanggar.9 
Pasal 330 KUHP ini mensyaratkan kesengajaan, yang berarti 
secara umum bahwa kesengajaan itu ditujukan kepada bagian inti 
delik berikutnya. 
2. Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa  
Secara lengkap Pasal 332 KUHP ini berbunyi: 
1) Dihukum karena melarikan perempuan:  
a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang 
siapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan 
kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan 
perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai 
perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.  
b. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, 
barang siapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan 
atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan 
mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak 
dengan nikah. 
2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.  
3) Pengaduan itu dilakukan :  
a. Jika pada waktu dilarikan perempuan itu belum dewasa, oleh 
perempuan itu sendiri, atau oleh orang yang harus memberi izin 
padanya, kalau ia hendak kawin. 
b. Jika ia pada waktu dilarikan sudah dewasa, oleh dia sendiri 
atau oleh suaminya. 
                                                          
9  Ibid,. 
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4) Jika orang yang melarikan kawin dengan yang dilarikan, dan nikah 
itu ta’luk kepada Kitab Undang-undang Hukum Sipil, maka tidak 
akan dijatuhkan hukuman sebelum perkawinan itu dibatalkan oleh 
hakim. 
 
Yang menjadi inti dari delik yang sebagai mana diatur dalam 
Pasal 332 ayat 1 KUHP adalah : 
1. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa;  
Membawa pergi berarti memerlukan tindakan aktif dari laki-
laki. Membawa pergi menghendaki suatu tindakan aktif laki-laki. 
Untuk penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan kekuasaan 
secara lama.  
Menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah delik ini tetapi 
kesengajaan ditujukan kepada hal ini. Jika sebelum membawa 
pergi perempuan itu telah melakukan hubungan seks dengannya, 
dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan 
perempuan tersebut dalam arti jika ia dirintangi ia tetap akan 
melakukannya.10 
Sementara itu yang dimaksud dengan perempuan belum 
dewasa adalah perempuan yang belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum kawin. 
                                                          
10  Ibid, hlm. 30 
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Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, menyebutkan batas usia anak yang belum dewasa 
adalah 18 (delapan belas) tahun. 
2. Tanpa izin orang tua atau walinya berarti orang tua atau walinya 
tidak menyetujui perbuatan tersebut. 
3. Dengan kemauan perempuan itu sendiri, artinya setelah ada 
tindakan aktif laki-laki, apakah perbuatan membujuk, tipu muslihat 
atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.  
4. Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik dengan 
maupun di luar perkawinan.  
Untuk memiliki perempuan itu tidaklah perlu penguasaan atas 
perempuan itu dalam jangka waktu lama. Jika ia kawin berdasarkan 
Burgerlijk Wetboek, maka harus diadakan pembatalan perkawinan 
terlebih dahulu sebelum pemidanaan. Yang dapat menuntut 
pembatalan adalah bapak, ibu, kakek, dan nenek, wali bagi mereka 
yang berada dibawah perwalian. Ketentuan ini tidak berlaku bagi 
orang Indonesia, juga tidak untuk orang timur asing, kecuali orang 
Cina berdasarkan staatsblad 1917 Nomor 129. Jika perempuan itu 
hamil dalam hal delik Pasal 285 sampai dengan Pasal 288, 289 atau 
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332 KUHP pada waktu delik dilakukan, maka atas permohonan yang 
berkepentingan, tersangka dinyatakan sebagai bapak dari anak itu.11 
C. Tinjauan Umum Terhadap Anak 
1. Pengertian Anak  
Pengertian anak menurut beberapa ketentuan peraturan 
perundang-undangan masih menimbulkan kesimpangsiuran, tetapi 
yang umumnya yang dimaksud dengan anak adalah  orang yang 
belum dewasa atau masih muda umurnya. Hal ini diakibatkan karena 
tiap peraturan perundang-undangan memiliki pengertian anak yang 
berbeda-beda, sehingga perumusan dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan tentang pengertian anak juga berbeda-beda. 
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa, anak adalah seorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. Dari pengertian anak tersebut, ternyata sama 
dengan pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 
tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang 
yang pada Pasal 1 ayat (5) menegaskan bahwa, anak adalah seorang 
                                                          
11  Ibid, hlm. 31 
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anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. 
Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang 
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
Walaupun pengertian anak dalam peraturan perundang-
undangan itu beraneka ragam, namun tetap perlu diberikan batasan 
tentang arti dan pengertian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 
ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia yang menegaskan bahwa, anak adalah setiap manusia di 
bawah 18 (delapan belas) tahun yang belum menikah, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya. 
Adapun pengertian anak menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan, anak 
adalah seorang pria yang diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 
19 (Sembilan belas) tahun. 
Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini 
mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi 
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pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang 
kesejahteraan anak, ditentukaan bahwa: “Anak berhak atas 
pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun 
sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan 
lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat 
pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut 
memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud 
untuk mengupayakan perlakuan yang baik dan adil, demi mencapai 
kesejahteraan anak. 
Sebagai tambahan referensi mengenai pengertian anak, maka 
penulis mencantumkan beberapa pengertian anak yang di ambil dari 
berbagai sumber, diantaranya: 
Novie Amalia Nugraheni, dalam tesisnya menjabarkan beberapa 
pengertian anak, sebagai berikut:12 
“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap 
manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan 
apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian 
tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di 
                                                          
12  Novie Amalia Nugraheni. 2009. Tesis.”Sistem Pemidanaan EdukatifTerhadap Anak Sebagai 
Pelaku TindakPidana”. Program Magister Hukum,Semarang : Universitas Diponegoro, hlm. 27 
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dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) 
tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 
18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam 
kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak 
adalah orang yang dalam Perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal 
berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak 
memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah 
mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang 
dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) 
tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu 
kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif 
tergantung pada kepentingannya.” 
 
Menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 
bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum mencapai 
21 ( dua puluh satu ) tahun dan belum pernah menikah. Batasan umur 
ini juga digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta 
Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak 
mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah 
berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah 
atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang 
umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah 






2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 
Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan 
dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya UU 
Perlindungan Anak , maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang 
berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak 
yang berkonflik dengan hukum. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3,4,5) UU  No. 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud dengan Anak 
yang berhadapan dengan hukum yaitu: 
a. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
b. Anak sebagai Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 
tindak pidana. 
c. Anak sebagai Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan 
22 
 
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana 
yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 
Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus 
berhadapan dengan hukum, yaitu:13 
1) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 
dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, 
seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari 
rumah; 
2) Juvenile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang 
apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau 
pelanggaran hukum. 
Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab yang paling 
mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:14 
1) Faktor lingkungan; 
2) Faktor ekonomi/sosial; 
3) Faktor psikologis. 
Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan 
                                                          
13  M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 33 
14  Ibid, hlm. 34 
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perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan 
dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut 
hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan 
pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur;15 
1) Adanya perbuatan manusia; 
2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum; 
3) Adanya kesalahan; 
4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. 
Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Deliquency. 
Juvenile (dalam bahasa inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia 
berarti anak-anak; anak muda, sedangkan Deliquency artinya 
terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, 
kriminal, pelanggar peraturan, dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku 
yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam 
suatu masyarakat.16 
Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-
perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam 
                                                          
15  Ibid,. 
16  Ibid, hlm. 35 
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masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial 
yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.17 
Pengertian Juvenile Deliquency menurut Romli Atmasasmita 
adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah 
umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran 
terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat 
membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.18 
Shanty Dellyana dalam bukunya Wanita dan Anak di Mata Hukum 
mengutip pendapat dari Robert K. Merton dan Nisbet mengemukakan 
bahwa “anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun dianggap tidak 
mampu untuk mempunyai kehendak jahat (incapable of having the 
criminal intent), sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 
tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak 
jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (incapable of crime)”.19 
Berdasarkan hal tersebut, maka melalui UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal yang masuk 
kategori dapat dipidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik 
dengan hukum. 
 
                                                          
17  Ibid,. 
18  Romli Atmasasmita. 1983. Problem Kenakalan Anak-anak Remaja. Armico. Bandung, hlm. 40. 
19  M. Nasir Djamil. op.cit, hlm. 37 
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3. Pemidanaan Terhadap Anak 
 Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius 
yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak 
diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh 
lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya 
Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan anak atau 
pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong 
upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus 
dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat 
hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana 
usia muda.20 
 Dalam hal pemidanaan anak ada batasan usia minimal dan 
maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak 
adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan 
anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status 
menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat 
bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan 
tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.21 
                                                          
20  Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1983. Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia. Sinar Grafika. 
Jakarta, hlm. 2  
21  Maulana Hassan Wadong. 2000. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo.   
Jakarta, hlm. 24 
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Mengenai batasan umur anak yang melakukan tindak pidana 
diatur dalam Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012, yaitu : 
“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap 
berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang 
pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas 
umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.” 
 
Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, anak di bawah umur 
yang melakukan kejahatan yang memang layak untuk diproses adalah 
anak yang telah berusia 8 tahun dan diproses secara khusus yang 
berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. Tetapi 
pada prakteknya penegakan hukum kepada anak nakal terkadang 
mengabaikan batas usia anak. Namun dalam perkembangannya 
Mahkamah Konstitusi melalui KePutusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010 
(LNRI Tahun 2012 No. 153) menyatakan frase 8 tahun dalam Pasal 1 
angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 
bertentangan dengan UUD 1945 serta menilai untuk melindungi hak 
konstitusional anak, perlu menetapkan batas umur bagi anak yaitu 
batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban 
hukum adalah 12 (dua belas) tahun karena secara relatif sudah 
memiliki kecerdasan, emosional, mental dan intelektual yang stabil.  
 Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat 
dijatuhkan pidana atau tindakan. pidana berupa pidana pokok dan 
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pidana tambahan, Pasal  71 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak yang berkonflik 
dengan hukum, yaitu:  
1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:  
a. Pidana peringatan; 
b. Pidana dengan syarat; 
1) Pembinaan di luar lembaga; 
2) Pelayanan masyarakat; atau 
3) Pengawasan. 
c. Pelatihan Kerja 
d. Pembinaan dalam Lembaga; dan 
e. Penjara. 
2. Pidana tambahan terdiri atas: 
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
atau 
b. Pemenuhan kewajiban adat. 
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa 
penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat 
dan martabat Anak. 
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Tindakan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang 
bertujuan untuk membina dan memberikan pengajaran kepada anak 
nakal. Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
berdasarkan Pasal 24 UU Pengadilan Anak adalah :  
1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja, atau;  
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3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi 
sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja. 
 Mekanisme penjatuhan pidana berupa pidana pokok dan pidana 
tambahan ataupun tindakan, dapat dilihat sebagai berikut :  
1. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pidana peringatan 
merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan 
pembatasan kebebasan anak. 
2. Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 dijelaskan bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan 
oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling 
lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai 
pidana dengan syarat, ditentukan syarat umum dan khusus. 
3. Pasal 75 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak mengatur mengenai Pidana pembinaan di luar 
lembaga, yaitu dapat berupa keharusan: a) Mengikuti program 
pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat 
Pembina; b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c) 
Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan jika selama pembinaan 
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anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 73 ayat (4), pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada 
hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang 
lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa 
pembinaan yang belum dilaksanakan.  
4. Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur 
mengenai Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan 
paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua 
puluh) jam.  
5. Pasal 77 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai Pidana 
pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 
3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak 
dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah 
pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan.  
6. Pasal 78 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai Pidana 
pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang 
melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, 




7. Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur 
mengenai Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan 
terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum 
pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.  
8. Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur 
mengenai Pembinaan dalam lembaga yang dilaksanakan paling 
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan. Apabila Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari 
lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 
(tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan 
pembebasan bersyarat.  
9. Pasal 81 ayat (2), (4), dan (6) UU Nomor 11 Tahun 2012  
mengatur mengenai Pidana penjara yang dapat dijatuhkan 
kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum 
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila Anak 
yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan 
di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan 
pembebasan bersyarat. Dan jika tindak pidana yang dilakukan 
Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan 
adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.  
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Mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 
pengawasan bagi anak diatur melalui peraturan pemerintah. 
Pidana pengawasan bagi anak berdasarkan ketentuan :  
1. Tenggang waktu pidana pengawasan pada anak ialah paling 
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;  
2. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari 
hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa; sedangkan 
pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing 
kemasyarakatan.  
Dalam Undang-Undang terbaru No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 dalam Undang-
Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 
penyelesaian Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, 
mulau tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.  
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.  
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana.  
Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 dilaksanakan 






d. Kepentingan terbaik bagi Anak; 
e. Penghargaan terhadap pendapat Anak; 
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;  
g. Pembinaan dan pembimbingan Anak; 
h. Proporsional; 
i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya 
terakhir; dan 
j. Penghindaran pembalasan. 
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus Perkara. Dalam praktik sebelum 
pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan 
menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 
konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, 
dan barang bukti. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:22 
                                                          
22  Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. PT 
Alumni. Bandung, hlm. 193 
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”Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan 
terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum/dictum Putusan hakim.” 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, 
waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana 
itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat 
langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti 
apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. 
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan 
oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan 
juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, 
yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian 
secara limitative ditetapkan pendiriannya. 
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek 
Putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat 
meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang 
memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya 
(Recidivis), karena jabatannya, dan menggunakan bendera 
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kebangsaan.23 Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa 
belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan.24 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
ketentuan ini dimaksudkan agar Putusan hakim sesuai dengan hukum 
dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan 
penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena 
itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, 
merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa 
dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa 
melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum 
belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan 
sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, 
                                                          
23  Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT Raja Grafindo. Jakarta, hlm. 73 
24  Ibid, hlm. 97 
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yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan 
penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).25 
Bismar Siregar mengatakan bahwa, “seandainya terjadi dan 
akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil 
oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, 
jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa 
keadilan masyarakat dikorbankan.”26 
 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap suatu Perkara, antara 
lain: 27 
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. 
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan 
terdakwa. 
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
                                                          
25  Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial  Prudence) 
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 
hlm. 200 
26  Bismar Siregar. 1989. Catatan Bijak; Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan. PT. Remaja 
Rosda Karya: Bandung, hlm. 33 
27  HB Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. UNS Press. Jakarta, hlm. 68 
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e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.  
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di 
Indonesia, Mr. M. H. Tirtaatmaja mengutarakan cara hakim dalam 
menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim 
ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh 
masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang 
setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus 
memperhatikan: 
a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana 
yang berat atau ringan). 
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. 
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana 
itu (yang memberatkan dan meringankan). 
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang seorang penjahat yang 
telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat 
untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih 
muda ataupun muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi. 
e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.  
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan Perkara itu. 
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Kepentingan umum hukum pidana diadakan untuk melindungi 
kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut 



















A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana 
penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh 
penulis untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang 
dibahas adalah wilayah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 
khususnya di Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Alasan penulis 
memilih wilayah tersebut dikarenakan merupakan wilayah domisili 
penulis. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, 
yaitu: 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus tindak 
pidana membawa lari perempuan, khususnya Jaksa dan 
Hakim yang menangani kasus ini.  
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa 
literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan 
sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.  
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2. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu sumber 
data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari 
para penegak hukum yang mengenai kasus ini dan 
masyarakat turut diresahkan akibat terjadinya tindak pidana 
ini.  
b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu 
sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa 
literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung 
dalam penulisan proposal ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 
penulis melakukan pengumpulan data melalui teknik sebagai berikut:  
1. Teknik Wawancara (interview) 
Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak 
yang terkait ataupun yang mengenai tindak pidana ini, antara lain 
hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang memutus Perkara ini, 





2. Teknik Kepustakaan 
Yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan 
perundang-undangan dan berkas-berkas Putusan pengadilan 
yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa 
literatur yang relavan dengan materi yang dibahas. 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan 
dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut 
diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat 
dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kajian Ilmiah Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan 
Yang Belum Dewasa Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS 
 
1. Membawa Lari Perempuan 
Tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa 
merupakan tindak pidana yang biasa terjadi di masyarakat pada saat 
ini, yang lebih memprihatinkan lagi dalam kasus ini pelakunya adalah 
anak. 
Dalam Pasal 332 ayat 1 ke-1e KUHP berbunyi: “Dengan 
hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa 
melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan 
orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu 
sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan 
nikah, maupun tidak dengan nikah.” 
Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Barangsiapa; 
Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang memiliki 
kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan atas 
keadaan dan kemampuan jiwanya (geetelijke vermogens), yang 
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dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan 
sadar”. 
Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan terungkap 
bahwa terdakwa Andi Firmansyah adalah subjek hukum yang 
dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi 
sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum 
dianggap cakap atau mampu bertanggung jawab 
(toerekeningsvatbaar), oleh karenanya mengenai unsur ke-1 
“barangsiapa” ini telah terpenuhi. 
b. Melarikan perempuan yang belum dewasa, tidak dengan 
kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan 
perempuan itu sendiri; 
Perbuatan ‘membawa pergi’ yang disebut ayat (1) berarti 
memerlukan tindakan aktif si laki-laki. 
Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan terungkap 
bahwa benar terdakwa Andi Firmansyah telah membawa 
pergi korban saudari Amelia Ashari namun sebelumnya tidak 
meminta izin kepada orang tua korban yang mana korban 
saat itu masih merupakan anak dibawah umur (14 tahun) 
tetapi atas keinginan korban itu sendiri. Oleh karenanya 
mengenai unsur ke-2 “melarikan perempuan yang belum 
dewasa, tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya 
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tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri” ini telah 
terpenuhi. 
c. Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan 
nikah maupun tidak dengan nikah; 
Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya 
ditujukan untuk ‘memiliki’ atau ‘menguasai’ si perempuan, baik 
sementara atau selama hidupnya. Putusan Hoge Raad 4 
Februari 1899 menyatakan ‘menjamin pemilikan perempuan 
itu bukanlah unsur delik, tetapi kesengajaan ditujukan kepada 
hal ini’. 
Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan 
terungkap bahwa benar terdakwa Andi Firmansyah membawa 
korban ke Kab. Takalar dan menginap selama satu malam 
tanpa sepengetahuan orang tua korban melainkan atas 
kehendak korban sendiri yang mana antara korban dan 
tersangka telah menjalin hubungan pacaran dan telah tidur 
bersama di ruang tamu. Oleh karenanya mengenai unsur ke-3 
“dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan 





2. Batasan Usia Dewasa Menurut Beberapa Undang-Undang  
a. Hukum perdata 
Usia dewasa dalam Hukum perdata diatur dalam pasal 330 
KUHPerdata yaitu; “ Belum dewasa adalah mereka yang belum 
mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih 
dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum 
umur mereka genap dua puluh satu (21) tahun, maka mereka tidak 
kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada 
dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas 
dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, 
keempat, kelima dan keenam bab ini. 
Dalam KUHPerdata pasal 330 telah dijelaskan bahwa 
seseorang dikatakan telah dewasa apabila ia telah mencapai usia 
genap 21 tahun atau yang telah menikah walaupun belum berusia 
genap 21 tahun, dan jika pernikahannya telah berakhir atau 
bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada 
keadaan ‘belum dewasa’. Tidak lagi berada dalam kekuasaan 
orang tuanya atau berada diperwalian. Dengan demikian maka 
KUHPerdata memandang seseorang yang telah berusia dewasa 
(21 tahun) itu kematangan secara biologis dan psikologis dianggap 
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mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata itu 
sendiri. 
b. Hukum Islam 
Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang 
mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, 
sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau 
belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya dewasa ketika 
sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, 
dan dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. 
c. Undang-Undang Perkawinan 
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 
ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) 
tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di 
bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari 
kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah 
kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” Artinya 





d. Undang-Undang Perlindungan Anak 
Undang-undang no. 23 tahun 2002 jo 35 tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan”. Artinya batas usia dewasa menurut 
aturan ini adalah 18 tahun ke atas. 
Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan 
hal yang salah, asalkan dalam implementasinya mengacu pada asas 
Lex specialist derogat legi generalis (hukum yang khusus 













B. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak 
Pidana Membawa Lari Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Makassar Nomor: 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS  
 
Sebelum penulis menguraikan penerapan hukum pidana materiil 
terhadap tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa 
yang dilakukan oleh anak dalam perkara Putusan No. 
99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS, maka perlu diketahui terlebih dahulu 
posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat 
acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini. 
1. Posisi Kasus 
Tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa yang 
dilakukan oleh tersangka ANDI FIRMANSYAH terhadap diri korban 
AMELIA ASHARI dengan cara awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 
18 Mei 2014 Jam 11.30 wita korban bersama dengan temannya 
saudari NUR ANISA AMIR datang ke rumah kost tersangka, kebetulan 
pada saat itu teman tersangka atas nama saudara KAMAL akan 
pulang ke kampungnya di Takalar sehingga pada saat itu korban dan 
temannya meminta ikut ke Takalar akan tetapi saudara KAMAL 
melarang dengan mengatakan “jangan sampai dicariko sama orang 
tuamu” sehingga korban menjawab “tidakji kalau sampai sore di 
Takalar”, sehingga pada saat itu saudara KAMAL mengiyakan korban 
ikut sehingga korban dan tersangka langsung pergi dengan 
mengendarai motor atau berboncengan, sedangkan saudari NUR 
ANISA AMIR juga dibonceng oleh pacarnya yang bernama saudara 
CHAIRUL IKSAN, lalu korban berangkat bersama dengan teman-
temannya, dan tiba di Takalar sekitar jam 15.30 wita, lalu langsung ke 
rumah saudara KAMAL untuk buat acara bakar ikan, lalu kemudian 
korban menginap dan tidur bersama dengan tersangka di ruang tamu 
bersama dengan teman-temannya, lalu keesokan harinya sekitar jam 
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11.30 korban meninggalkan Takalar bersama dengan tersangka dan 
teman-temannya yang lain menuju Makassar, dan setelah sampai di 
Makassar koban diantar oleh tersangka kerumah nenek korban di 
Mandai Maros, dan setelah itu korban diantar oleh tantenya pulang 
kerumahnya di jl. Bulukumba VII Makassar, sehingga orang tua korban 
merasa keberatan dan melaporkannya ke polisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHPidana. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan terhadap perbuatan membawa pergi wanita 
yang belum dewasa tanpa seizin dan sepengetahuan orang tuanya 
yang dibacakan pada persidangan di hakim tunggal Pengadilan Negeri 
Makassar yang pada pokoknya sebagai berikut: 
 
Bahwa terdakwa Andi Firmansyah pada hari minggu tanggal 18 
mei 2014 sekitar jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan mei 
2014 bertempat di jalan sanrangan kecamatan biringkanaya kota 
Makassar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang 
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah 
membawa pergi seorang wanita, yang belum dewasa, tanpa 
dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, 
dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, 
baik di dalam maupun di luar perkawinan, hal mana dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: 
Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 18 mei 2014 sekitar 
jam 11.30 wita, saksi korban Amelia Ashari bersama dengan 
temannya Nur Anisa Amir datang ke rumah kost terdakwa, dan pada 
saat yang bersamaan teman terdakwa yang bernama Kamal akan 
pulang ke kampungnya di Takalar, sehingga pada saat itu saksi 
korban dan temannya yang bernama Anisa meminta untuk ikut ke 
Takalar, akan tetapi lelaki Kamal melarang dengan mengatakan 
“jangan sampai dicariko sama orang tuamu”, sehingga saksi korban 
menjawab “tidakji kalau sampai sore di Takalar”, sehingga pada saat 
itu juga lelaki Kamal menyetujui saksi korban ikut ke Takalar. 
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Bahwa setelah saksi korban diperbolehkan ikut ke Takalar, saksi 
korban kemudian berangkat ke Takalar dengan dibonceng oleh 
terdakwa, sedangkan teman saksi korban yang bernama Nur Anisa 
dibonceng oleh lelaki Chairul Iksan. 
Bahwa setelah sampai di kab. Takalar sekitar jam 15.30, saksi 
korban, terdakwa, perempuan Nur Anisa dan lelaki Chairul Iksan 
langsung ke rumah lelaki Kamal untuk acara bakar ikan, dan malam 
harinya saksi korban bersama dengan terdakwa, perempuan Nur 
Anisa dan lelaki Chairul Iksan menginap di rumah lelaki Kamal, 
dengan bersama-sama tidur di ruang tamu, dan pada saat tidur di 
ruang tamu terdakwa hendak menyetubuhi saksi korban dengan cara 
menyentuhkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban namun 
tidak jadi karena saksi korban malu karena di dengar oleh temannya 
sehingga pada saat itu saksi korban hanya dipeluk dan dicium serta 
payudara saksi korban dipegang oleh terdakwa. 
Bahwa keesokan harinya sekitar jam 11.30 wita saksi korban 
pulang dari Takalar, dan setelah sampai di Makassar, saksi korban 
tidak langsung pulang ke rumahnya, akan tetapi saksi korban diantar 
oleh terdakwa ke rumah neneknya di Mandai kab. Maros, dan pada 
malam harinya senin tanggal 19 mei 2014 sekitar jam 21.00 wita, saksi 
korban pulang ke rumahnya di jalan bulukumba VII Makassar dengan 
diantar oleh tante korban yang bernama Dewi. 
Bahwa selama terdakwa membawa saksi korban pergi sejak hari 
minggu tanggal 18 mei 2014 ke Takalar sampai pada hari senin 
tanggal 19 mei 2014 ke mandai kab.maros, terdakwa tidak pernah 
memberitahukan keberadaannya bersama saksi korban kepada orang 
tua saksi korban. 
Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHPidana. 
 
3. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa Dalam Persidangan 
Adapun keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan yang 
pada pokoknya sebagai berikut : 
a. Saksi Korban Amelia Ashari binti Yusuf 
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1. Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 18 mei 
2014 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Sanrangan 
Kec. Biringkanaya Kota Makassar 
2. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 
3. Bahwwa benar saksi dan terdakwa pergi pergi ke Kab. Takalar 
bersama dengan teman-temannya dengan tujuan ke rumah 
lelaki Kamal untuk acara bakar ikan 
4. Bahwa benar saksi berangkat ke Takalar berboncengan sepeda 
motor dengan terdakwa 
5. Bahwa benar pada saat berangkat ke Kab. Takalar saksi 
maupun terdakwa tidak meminta izin kepada orang tua saksi 
6. Bahwa benar selama berada di Kab. Takalar saksi maupun 
terdakwa tidak pernah mengabari orang tua saksi 
7. Bahwa benar saksi maupun terdakwa tidak pernah mengabari 
orang tua saksi selama berada di Kab. Takalar karena saksi 
maupun terdakwa pada saat itu tidak membawa handphone 
8. Bahwa benar saksi ikut ke Kab. Takalar karena keinginan saksi 
sendiri 
9. Bahwa benar setelah pulang dari Kab. Takalar, saksi dan 
terdakwa tidak langsung pulang ke rumah saksi, akan tetapi ke 
rumah nenek saksi di Mandai 
10. Bahwa benar bukan terdakwa yang mengantar saksi pulang ke 
rumahnya, akan tetapi saksi diantar oleh tantenya yang 
bernama Dewi. 
Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa. 
b. Saksi Muh. Yusuf 
1. Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 18 mei 2014 
sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Sanrangan Kec. 
Biringkanaya Kota Makassar 
2. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena pernah 
bertetangga 
3. Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak saksi yang 
bernama Amelia Ashari yang masih berumur 14 (empat belas) 
tahun 
4. Bahwa benar pada saat pergi Ke Kab. Takalar saksi korban 
maupun terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi 
maupun istri saksi 
5. Bahwa benar selama berada di Kab. Takalar saksi korban 




6. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang membawa saksi 
korban ke Kab. Takalar tanpa izin dan tidak pernah dikabari 
membuat saksi dan keluarga saksi merasa khawatir dengan 
keberadaan saksi korban 
7. Bahwa benar yang membuat saksi keberatan dan melaporkan 
terdakwa ke pihak kepolisian adalah dari pengakuan saksi 
korban bahwa pada saat bermalam di Kab. Takalar terdakwa 
sempat mencabuli saksi korban 
8. Bahwa benar bukan terdakwa yang mengantar saksi korban 
pulang ke rumah. 
Keterangan saksi tersebut diatas hanya sebagian dibenarkan 
oleh terdakwa. 
 
c. Saksi Chairul Iksan 
1. Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 18 mei 
2014 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Sanrangan 
Kec. Biringkanaya Kota Makassar 
2. Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Amelia Ashari dan 
terdakwa 
3. Bahwa benar saksi korban Amelia Ashari adalah pacar 
terdakwa 
4. Bahwa benar saksi juga ikut ke Kab. Takalar untuk acara bakar 
ikan 
5. Bahwa benar saksi sempat melarang saksi korban untuk ikut ke 
Kab. Takalar, akan tetapi saksi korban bersikeras untuk ikut 
6. Bahwa benar pada saat berangkat ke Kab. Takalar saksi korban 
maupun terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua 
saksi korban. 
 
d. Selanjutnya keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
1. Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 18 mei 
2014 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Sanrangan 
Kec. Biringkanaya Kota Makassar 
2. Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban, tetapi tidak 
ada hubungan keluarga  
3. Bahwa benar terdakwa pergi ke Kab. Takalar dengan saksi 
korban dan beberapa orang temannya 
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4. Bahwa benar pada saat berangkat ke Kab. Takalar, terdakwa 
dan saksi korban tidak meminta izin kepada orang tua saksi 
korban 
5. Bahwa benar selama berada di Kab. Takalar terdakwa maupun 
saksi korban tidak pernah mengabari orang tua saksi korban 
dengan alasan tidak membawa handphone. 
6. Bahwa benar terdakwa sempat melarang saksi korban untuk 
ikut ke Kab. Takalar, akan tetapi saksi korban bersikeras untuk 
ikut. 
7. Bahwa benar terdakwa tidak pernah memegang payudara saksi 
korban pada saat tidur bersama di rumah lelaki Kamal di Kab. 
Takalar 
8. Bahwa terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya. 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Mengenai Tuntutan Penuntut Umum terhadap kasus membawa 
lari perempuan yang belum dewasa yang dilakukan oleh Andi 
Firmansyah, maka Penuntut Umum menyampaikan fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa 
keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. 
Berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling 
bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh bukti 
petunjuk tentang telah terjadinya perbuatan pidana berupa tindak 
pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa yang dilakukan 
terdakwa.  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka 
sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP. 
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Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 
Pasal 182 ayat 1 KUHAP, khususnya Pasal 332 ayat 1 ke-1e KUHP, 
dan Perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berhubungan 
dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 
dengan Nomor Register Perkara PDM-59/MKS/Ep/04/2015; 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa Andi Firmansyah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa pergi 
seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang 
tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan 
maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik 
di dalam maupun di luar perkawinan, sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Andi Firmansyah dengan 
pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya 
dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, 
dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan. 
3. Menetapkan supaya terdakwa Andi Firmansyah dibebani 
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah). 
 
5. Amar Putusan 
Berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini 
hanya menggunakan bentuk dakwaan tunggal dan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan yaitu keterangan terdakwa dan keterangan 
saksi-saksi yang telah dihadapkan didepan persidangan. 
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Mengingat Pasal-Pasal dari ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan 
perkara ini, terutama Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP; 
Mengadili 
1. Menyatakan terdakwa Andi Firmansyah telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa 
pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang 
tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud 
untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam 
maupun di luar perkawinan”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Firmansyah oleh 
karena itu berupa pembinaan di luar Lembaga, dalam hal ini di 
Departemen Sosial untuk mengikuti Pembinaan, Pendidikan, dan 
Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa diperhitungkan sebagai masa Pembinaan, Pendidikan, 
dan Pelatihan Kerja yang telah dijalani oleh terdakwa; 
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan 
untuk mengikuti Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Kerja di 
Departemen Sosial; 
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- 
(Dua ribu rupiah); 
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 
pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015, oleh Nathan Lambe, SH., MH 
sebagai Hakim Ketua, putusan mana dibacakan pada persidangan 
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim 
tersebut dengan dibantu oleh Yulianti Azis, SH., MH sebagai Panitera 
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Pengganti serta dihadiri oleh Julianty S, SH sebagai Jaksa Penuntut 
Umum terdakwa. 
6. Analisis  
Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP, yang berbunyi: “Karena 
melarikan perempuan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan yang 
dibawah umur tanpa persetujuan orang tuanya atau walinya, tetapi 
dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk 
memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tanpa 
perkawinan.” 
Berdasarkan analisis kasus tersebut diatas terdapat petunjuk 
tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka lelaki Andi Firmansyah, 
karena terpenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 332 ayat 
(1) ke-1 KUHP sebagai berikut: 
a. Barang siapa: 
Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan keterangan saksi-
saksi dan keterangan tersangka Andi Firmansyah berdasarkan alat 
bukti sebagai berikut: 
1) Saksi 1 (korban) Sdri. Amelia Ashari binti Muh. Yusuf 
menjelaskan bahwa benar dirinya telah dibawa pergi tersangka 
saudara Andi Firmansyah. 
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2) Saksi 2 Sdr. Muh. Yusuf menjelaskan bahwa yang dilaporkan 
oleh saksi telah membawa lari anaknya yang masih dibawah 
umur yaitu saudara Andi Firmansyah. 
3) Saksi 3 Sdr. Chairul Iksan menjelaskan yang membawa pergi 
korban saudari Amelia Ashari adalah saudara Andi Firmansyah. 
4) Saksi 4 Sdri. Nur Anisa Amir Als Icha menjelaskan yang benar 
yang telah membawa pergi korban saudari Amelia Ashari 
adalah saudara Andi Firmansyah. 
5) Tersangka Sdr. Andi Firmansyah menjelaskan bahwa benar 
tersangka telah membawa pergi korban saudari Amelia Ashari. 
b. Melarikan perempuan yang belum dewasa, tidak dengan kemauan 
orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu 
sendiri: 
 
Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan keterangan 
saksi-saksi dan keterangan tersangka Andi Firmansyah 
berdasarkan alat bukti sebagai berikut. 
1) Saksi 1 (Korban) Sdri. Amelia Ashari binti Muh. Yusuf 
menjelaskan bahwa benar dirinya telah dibawa pergi tersangka 
saudara Andi Firmansyah tanpa sepengetahuan orang tuanya 
melainkan atas kehendaknya sendiri yang mana umur korban 
saat itu adalah 14 tahun. 
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2) Saksi 2 Sdr. Muh Yusuf menjelaskan bahwa yang dilaporkan 
oleh saksi telah membawa lari anaknya yang masih dibawah 
umur yaitu saudara Andi Firmansyah dimana pada saat itu 
tersangka tidak meminta izin kepada saksi selaku bapak 
kandung korban sedangkan umur korban masih 14 (empat 
belas) tahun. 
3) Saksi 3 Sdr. Chairul Iksan menjelaskan yang membawa pergi 
korban saudari Amelia Ashari adalah saudara Andi Firmansyah 
tanpa seizin dengan orang tuanya melainkan atas keinginannya 
sendiri yang mana korban masih merupakan anak dibawah 
umur atau 14 (empat belas) tahun. 
4) Saksi 4 Sdri. Nur Anisa Amir Als Icha menjelaskan yang benar 
yang telah membawa pergi korban saudari Amelia Ashari 
adalah saudara Andi Firmansyah tanpa seizin orang tua korban 
melainkan atas keinginan korban sendiri yang mana umur 
korban pada saat itu adalah 14 (empat belas) tahun. 
5) Tersangka Sdr. Andi Firmansyah menjelaskan bahwa benar 
tersangka telah membawa pergi korban saudari Amelia Ashari 
namun sebelumnya tidak meminta izin kepada orang tua korban 




c. Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan nikah 
maupun tidak dengan nikah: 
 
Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan keterangan 
saksi-saksi dan keterangan tersangka Andi Firmansyah 
berdasarkan alat bukti sebagai berikut. 
1) Saksi 1 (Korban) Sdri. Amelia Ashari binti Muh Yusuf 
menjelaskan bahwa benar dirinya telah dibawa pergi tersangka 
saudara Andi Firmansyah ke Kab. Takalar menginap selama 
satu malam tanpa sepengetahuan orang tuanya melainkan atas 
kehendak korban sendiri yang mana antara korban dan 
tersangka telah menjalin hubungan pacaran dan telah tidur 
bersama di ruang tamu dimana pada saat itu tersangka 
memeluk serta meraba payudara korban. 
2) Saksi 2 Sdr. Muh Yusuf menjelaskan bahwa benar saudara 
Andi Firmansyah telah membawa pergi korban menginap di 
Kab. Takalar selama satu malam dimana saat itu saksi sangat 
mengkhawatirkan keberadaan korban selaku anak kandungnya. 
3) Saksi 3 Sdr. Chairul Iksan dan Sdri. Nur Anisa Amir Als Icha 
menjelaskan benar tersangka saudara Andi Firmansyah telah 
menjalin hubungan pacaran dengan korban dan menginap 
bersama di Kab. Takalar selama satu malam dimana pada 
malam itu tersangka dan korban tidur bersama. 
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4) Tersangka Sdr. Andi Firmansyah membawa korban ke Kab. 
Takalar menginap selama satu malam tanpa sepengetahuan 
orang tua korban melainkan atas kehendak korban sendiri yang 
mana antara korban dan tersangka telah menjalin hubungan 
pacaran dan telah tidur bersama di ruang tamu. 
Dengan demikian, tersangka saudara Andi Firmansyah telah 
terbukti melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan 
kemauan orang tua/walinya tetapi dengan kemauan orang itu sendiri 
dengan maksud akan mempunyai perempuan itu, baik dengan nikah 
maupun tidak dengan nikah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 
ayat (1) ke-1e KUHP. 
C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS 
 
Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan merupakan aspek penting 
dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim 
tentunya sangat berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian 
hukum tentang statusnya. Hakim sebelum memutus suatu perkara 
memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang 
hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif 
dan syarat ojektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing 




Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi 
berupa: 
1. Menyatakan terdakwa Andi Firmansyah telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa pergi 
seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tua atau 
walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk 
memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di 
luar perkawinan”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Firmansyah oleh karena 
itu berupa pembinaan di luar Lembaga, dalam hal ini di Departemen 
Sosial untuk mengikuti Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Kerja 
selama 6 (enam) bulan; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa diperhitungkan sebagai masa Pembinaan, Pendidikan, dan 
Pelatihan Kerja yang telah dijalani oleh terdakwa; 
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan 
untuk mengikuti Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Kerja di 
Departemen Sosial; 
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- 
(Dua ribu rupiah); 
 
Berikut ini penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS, yaitu sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 15 April 2015 
melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP. 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat 
dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi 
dibawah sumpah yaitu 1. Amelia Ashari binti Yusuf, 2. Muh. Yusuf, 3. 
Chairul Iksan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara; 
Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Andi Firmansyah 
dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya 
sebagaimana dalam berita acara dipersidangan; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, barang bukti, 
keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta 
sebagai berikut: 
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana “Membawa  
pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang 
tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud 
untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam 
maupun di luar perkawinan”; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat 
dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan 
kepadanya melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1e KUHP; 
Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah 
dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar 
biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan 
dibawah ini; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan 
dan hal-hal yang meringankan: 
- Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa membuat keluarga 
korban khawatir. 
- Hal-hal yang meringankan: terdakwa sopan di depan persidangan, 
terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa 
masih berusia muda (16 tahun).  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, 
maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tersebut dinyatakan 
tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti 
bersalah, maka oleh karena itu terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk 
membayar ongkos perkara; 
 
Berdasarkan pada apa yang ditemukan oleh penulis baik itu melalui 
proses wawancara dengan hakim anak maupun studi kasus kepustakaan 
mengenai hal yang diteliti oleh penulis, maka penulis membuat 
kesimpulaan bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakim terlebih 
dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang 
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terungkap dipersidangan, pertimbangan yuridis dan sosiologis, keadaan 
dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang 
berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis melakukan 
wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu 
Suparman Nyompa, SH.,MH selaku pengganti dari hakim yang 
bersangkutan memberikan gambaran mengenai perkara yang 
melibatkaan anak selaku pelaku tindak pidana: 
Penulis berpendapat bahwa putusan Hakim dalam Putusan Nomor: 
99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS telah tepat dimana hakim sebelum 
menjatuhkan putusan terlebih dahulu telah mempertimbangkan baik hal-
hal yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa, serta 
melihat kondisi anak yang masih bisa diperbaiki masa depannya,  anak 
tidak meresahkan masyarakat, mengakui kesalahannya serta berjanji 












Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada kasus tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta, keterangan-
keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, yaitu Sdr. Andi 
Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Membawa lari perempuan yang belum 
dewasa”. 
Penerapan hukum pidana materil oleh hakim dalam Perkara Pidana 
Nomor: 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS adalah berdasarkan hasil 
penelitian, penulis menganggap telah terpenuhinya unsur-unsur dalam 
Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP. 
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
Perkara Putusan Nomor: 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS berdasarkan 
pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang 
dijatuhkan berupa Pembinaan di luar lembaga dalam hal ini di 
Departemen Sosial untuk mengikuti Pembinaan, Pendidikan, dan 
Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan. Hakim dalam menjatuhkan 
Putusan tersebut tentunya bukan tanpa alasan, karena hakim juga 
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turut mempertimbangkan dari segi usia, melihat kondisi anak yang 
masih bisa diperbaiki masa depannya, kondisi psikologis anak, tidak 
meresahkan masyarakat, dan belum pernah berurusan dengan 
hukum.  
B. Saran  
1. Terhadap perkara tindak pidana membawa lari perempuan yang 
pelakunya adalah anak, dalam melakukan pemeriksaan dan 
penyidikan terhadap anak harus diperlakukan dengan cara 
kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan 
sosial anak saat ini dalam upaya memberikan perlindungan terhadap 
anak. 
2. Untuk masyarakat pada umumnya dan terutama para orang tua pada 
khususnya agar memperhatikan pergaulan anak-anak mereka serta 
mengontrol kegiatan anak mereka di luar rumah, dan memberitahukan 
pengetahuan sedikit banyaknya tentang bahaya pergaulan dan 
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